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Abstract

This research attempts to analyze the role of banks in the implementation of food security and
energy credit (KKPE) in North Sumatra. The research reveals that in the last three years (2005-
2007) the farming land in North Sumatra decreases 7.34% and the food production decrease
4.22%. Regarding this condition, the development of alternative energy using agriculture
products is not recommended. The government should encourage banks to give energy credit
which does not threaten the national food security by using non-food products such as the usage
of waterfall in mini hydro power project. The role of banks and government are needed to help
the farmer because most of farmers find difficulties in financial aspect. However, in the
implementation of food security and energy credit in North Sumatra, there are some problems
found such as collateral, legality of land owned and the availability of fertilizer.

Latar Belakang

Pada awal tahun 2002 harga minyak
mentah dunia US$15,7 per barrel dan pada
tahun 2008 terus naik dari US$82,6 per
barrel menjadi US$100 dan bahkan sempat
mencapai US$120 per barrel. Kenaikan
harga tersebut telah mendorong negara
maju dan sedang berkembang mencari
energi alternatif —atau agrofuel yakni
memproduksi bahan bakar dari bahan
pangan seperti jagung, tebu dan CPO.

Ekspansi sektor bioenergi dapat

mempengaruhi ketahanan pangan tingkat
rumah tangga dan tingkat nasional melalui

empat dimensi yaitu ketersediaan, akses
pangan, volatilitas harga, dan konsumsi.
Pasokan pangan dapat terancam oleh
produksi bioenergi jika lahan dan sumber
daya produktif lainnya beralih dari budi
daya tanaman untuk pangan ke energi.

Sementara itu ketersediaan dan distribusi
pangan antara lain  tergantung pada

pembiayaan. Kebutuhan pembiayaan
pangan terdapat pada tahap pra panen
(pembibitan dan penanaman), masa panen,
dan pasca panen. Sementara itu, petani
memiliki pendapatan yang rendah, sehingga
tidak mempunyai likuiditas dan tidak
bankable. Oleh karena itu, peningkatan
produksi pangan menjadi suatu kebijakan
yang harus ditempuh agar ketersediaan
produk pertanian tercukupi. Salah satu
upaya peningkatan  produksi  pangan
dilakukan dengan pemberian dukungan
kredit bagi petani.

Program  kredit untuk  petani telah
mengalami  beberapa  kali  perubahan.
Dimulai dengan kredit Bimas/Inmas di tahun
1970-an menjadi kredit usaha tani (KUT)
pada tahun 1985. Namun keduanya tidak
berjalan  seperti  yang  diharapkan.
Pengembalian dana  yang disalurkan
mengalami kemacetan. Hingga akhir tahun
2007 tercatat jumlah angsuran debitur
sebesar Rp2,59 triliun dari realisasi Rp8,3



triliun sehingga jumlah tunggakan Rp5,71
triliun.

Pada bulan Oktober 2000, pemerintah
mengeluarkan kredit baru pengganti KUT
yakni Kredit Ketahanan Pangan (KKP). Dari
2001 hingga Agustus 2007 realisasi
penyaluran KKP mencapai Rp4,82 triliun.
Didorong keinginan meningkatkan
ketahanan pangan dan energi nasional,
pemerintah  melalui  Menteri  Keuangan
mengeluarkan Peraturan Menkeu Nomor
79/PMK.05/2007 tertanggal 17 Juli 2007
tentang Kredit Ketahanan Pangan dan Energi
(KKP-E). Untuk tahun 2008 pemerintah
menyediakan  pagu  Kredit Ketahanan
Pangan dan Energi (KKPE) sebesar Rp10,86
triliun guna meningkatkan pertanian pangan
dan pengembangan energi alternatif bahan
bakar minyak.

Provinsi Sumatera Utara (Sumut) sebagai
provinsi terbanyak penduduknya di luar
pulau Jawa dan merupakan penghasil
pangan nasional telah melakukan berbagai
upaya untuk  mewujudkan  ketahanan
pangan. Meskipun  Sumut merupakan
daerah yang menjadi kantong produksi atau
lumbung pangan nasional, tetapi pemetaan
Badan Ketahanan Pangan Sumut
menunjukkan enam daerah vyang masuk
dalam katagori rawan pangan. Keenam
kabupaten tersebut ialah Samosir, Humbang
Hasundutan, Serdang Bedagai Karo, Nias
Selatan, dan Pak-pak Bharat.

Permasalahannya ialah bagaimana keadaan
dan prospek ketahanan pangan di Sumatera
Utara, bagaimana peran perbankan dalam
pengimplementasian KKPE di Sumatera
Utara, apa yang menjadi hambatan dalam
penyaluran KKP-E oleh bank penyalur dan
bagaimana bentuk pendanaan yang sesuai
dengan kebutuhan petani.

Kajian Teoritis

Kemiskinan ~ dan  ketahanan  pangan
mempunyai hubungan sebab dan dampak.
Sebagian besar rumah tangga miskin yang
berada di pedesaan, menggantungkan
kehidupannya dari kegiatan pertanian. Oleh

karena itu. perwujudan ketahanan pangan
nasional secara strategis harus dimulai dari

wilayah terkecil, yakni pedesaan sebagai
basis kegiatan pertanian.

Beberapa kajian telah dibuat untuk melihat
pengaruh kredit pertanian (farm credit)
terhadap produksi hasil-hasil pertanian.
Khandker dan Farugee (2003) melakukan
penelitian tentang dampak kredit pertanian
di  Pakistan. Hasil penelitian mereka
menunjukkan  bahwa kredit pertanian
memberikan dampak yang signifikan tidak
hanya terhadap produksi pertanian, tetapi
juga terhadap konsumsi dan kesejahteraan
keluarga petani.

Hasil yang sama juga ditunjukkan penelitian
Nuryartono, Zeller dan Schwarze (2005) di
Provinsi Sulawesi  Tengah. Dalam
penelitiannya mereka juga mendapati
bahwa tambahan pinjaman bagi petani yang
digunakan untuk  membiayai aktivitas
pertanian dapat meningkatkan produksi
hasil padi di Kabupaten Sulawesi Tengah.

Program  bantuan  untuk  peningkatan
ketahanan pangan juga dilakukan di Benin.
World Bank (2008) mencatat bahwa
pemerintah ~ Benin  telah  mendorong
perbankan untuk mendukung ketahanan
pangan  negara tersebut.  Perbankan
diharapkan dapat memberikan peranan
dalam meningkatkan produksi pangan.
Strategi perbankan yang dilakukan ialah
dalam jangka pendek perbankan

mendorong ketersediaan pupuk bagi petani
agar dapat meningkatkan produksi pangan.

Sedangkan dalam jangka menengah,
mendorong tersedianya seluruh bahan baku
atau input pertanian seperti pupuk dan bibit.



Keadaan Pangan di Sumatera Utara

Sumatera Utara merupakan salah satu
daerah kantong produksi atau lumbung
pangan nasional. Terdapat beberapa jenis
tanaman pangan yang signifikan di daerah
ini, yakni padi, jagung, kedelai, kacang
tanah, kacang hijau dan ubi jalar. Secara
keseluruhan luas lahan tanaman pangan di
Sumut mengalami penurunan sekitar 7,3%
selama dua tahun, sementara total produksi
turun lebih rendah yakni sekitar 4,2 persen
karena tingkat produkvitas rata-rata relatif
meningkat 1,55% dalam periode yang sama.



